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ABSTRAK 

FUNGSI PUSAT LABO RA TORIUM FORENSIK POLRI DALAM 
PENYID!Ki\N T!NDAK !>!D." .. NA N.-\PJ<.OT!RA 

( Studi Kasns di Polda Sumut) 

OLEH 
DONAL P. SITANGGANG 

NPM : 04 840 0177 
BIDANG HU.KUM PIDANA 

Salah satu fungs1 kepulisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan 
pel ayanan masyarakat, se1ta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya 
tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan 
mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor. 

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu ha! yang sangat mena:ik untuk 
F1enel:!ah suatu tinjauan hukum atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan 
tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah 
be.rupaya untuk melak-ukan pemherantasan terhadap tindak pidana penyalahgur.acin 
narkotika ini . 

Adapun pennasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana kredibilitas 
Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika, serta bagaimana aspek 
hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika 
menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002. 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui : 
1. Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah 

melakukan pembnaan dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakaan 
upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika serta 
memberikan dukungan teknis operasional dalam pembuktian barang bukti 
narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi terkajt pada 
hakekatnya memberikan konstribusi yang besar dalam mendukung terlak E,ananya 
tugas pokok Polri secara umum. 
,.-\spek hukum kewena ngan P1·slabfor Polri dalam penyi dik~m tindaJ. pi dana 
narkotika menurut KUHAP dan UU No 2 Tahun 2002 adalah memberikan 
kedudukan kepada Fuslabfor Polri untuk rnemberikan penilaian secara ilmiah 
terhadap barang tiukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga 
kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada P uslabfor 
Polli untuk me: ~:- ukan pem eriksaan barang bukti/benda bukt i 1r ati : ang 
h·2rhubungan denga11 tindak pidana penyo.Jahgunaan nark0~i~~: . 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan 

dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen pcradjlan yang cukup urgen 

adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan antar satu dcngan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang 

terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidan~ memerlukan keterikatan dan 

keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 198 i teni:l,'i£ KUHAP tel ah mengatur 

secara lebih 1inci tentang keciuciukan, ~ranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebag-~ irnana dimaksud 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepohsian Negara Republik 

Indonesia dJlam Pasal 4 yang berbunyi 

Kepoiisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan 
dalam negeri yang rneliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 
tertib dan tegaknya hukurn. terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 
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2 

FlayaI".<!!1 kcpada masvarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia". 

Fu::J.gsi kcpolisian ;idalah satn fongsi pemerintahan negara di bidang 

penega!-:.3.n hul(um, perlinuungan dan pelayanan masyaraka~ serta :::;~mbi~.bingan 

masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum Seiain hal 

tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara 

telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) ini menjadi .<:!:l_ngat 

penting karena dengan adanya Puslabfor ini maka kepolisian melalui fungsinya dapat 

mela!.\.ukan penyidikan secara efektif serta dapat mcngungkapkan suatu kas 11 5 secara 

lebih mendalam, sehingga pihak-pihak yang dis:mgkakan melakukan suatu ytrbuatan 

pidana dap&t dibuktikan melalu! Puslabfor. Luasnya kajian tentang keberadaan 

Puslabfor ini dibatasi penulis µada tindak pidana narkotika. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Judul merupakan garis besar pennasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian . Skripsi ini penulis buat dengan judul "Fungsi Pusat Laboratorium Forensik 

(Puslabfor) Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Palisi Daerah 

Sumatera Utara) " . 

A.gar mendapatkan pen.gertian yang m ernadai clalam memahami skripsi 

I1antinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari JUdul. Sel.ain itu tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberjkan nengertian atas 
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3 

JUdul yang diaJukan penulis c.~~n ifo:;ii_ielaskan sccara kata per kata, yaitu : 

1. Fungsi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleh suatu Jembaga. 1 

2. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu 1~mbaga pada pihak 

kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli. 

3. Polri melllpakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 

1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 

4 Dalam diartikan sebagai suatu keadaan yang menerangkan suatu tempat atau 

keadaan. 3 

5. Pemid1kan adalah orung y?. n.g. mengadak2.n ke:giatan penyidikan. Dalam ha! ini 

penyidik seperti yang disebmican pada Pasal 1 butii ( l) KUHAP menycbutkan 

'' penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan ". 

,.. . Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang Narkotika. 

1 W .J.S. Poerwadarminta, Kamw; Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, 1993. 
b.al . 62. 

2 
Undan;:,-undang Aepui1s1u11 r'l_;(;~ ivu. L12GU:C) J:!u11 Fi.:riuhanan 1'./egara (UU 1Vo. Jl2002). 

Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta. 2002. hal. 3. 
3 W.J .S. Poenvadarminta, Op.Cit, ha!. J l 50 
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Dari pengertian dan penegasan JUuul Ji ata:::, dapat disirnoulkan bahwa makna 

dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang 

diberik::m kepada Pclri dalam melakukan tindakan penyidikan dengan memfongsikan 

Puslabfor dalam penyidikan tindak pidana narkotika. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan 

dibahas persoalan ad.a atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian 

oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat 

vang rumit. 

;\kan tetapi menjelmanyc suatu lapangan hukum ycng baru temyata tidak 

tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. 

Pembidangan hukum temyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan 

kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan­

persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum 

vang cukup banyak. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur 

. ec"ra Jcbih rinci tentang kedudukan, peramm dan tugas kepolisian negara RepubH. 

'indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan penga\vasan terhadap penyidik pega\vai negen 

sipil tertentu yang diberi wewenang knusus oien umiang-umlang. 
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Salah satu fongsi kepolisian ada1ah penegakan hukum, perL-..~Lm;;:_.:;;; dan 

pelayanan rnasyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka te1:iaminnya 

tertib dan tegak hukum sert::i terbinanya ketenternman masvarakat guna terwujudnya 

keam~nan d:rn ketertiba.a masyarak3.t. 

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan 

mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor. 

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk 

menelaah suatu tinjauan hukum atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan 

tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah berupaya 

' 1 ntuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahg<maar T1arkotika 

lnl . 

C. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika, 

2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Puslabfor Poiri dalam penyidikan tindak 

pidana narkotika menurut KUH.AP dan UU No. 2 Tahun 2002. 

D. Hipotesa 

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan . 

Aciapun hipotesis yang diaj ukan adalah · 
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l . Puslabfor Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam penyidikan tindak p1dana 

narkotika di Indonesia .. salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum 

yang benvenang meiakukan penyidikan, serta memberikan kesaksian telah 

terjadinya suatu perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika. 

KUHAP memberikan kewenangan penuh kepada Puslabfor Polisi sebagai 

penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sang.at berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 

T~un l 997 khususnya dalam ha! sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung 

lebih militeri stik. serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk 

melaksanah a n fungsin:·a sebapi aparat penegak hukum. temrnsuk penyidikan di 

bidang narko tika 

E. Tujuan penulisan 

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

l . Untuk meme nuhi tugas akhir perkuliahan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, jurusan }lukum Kepidanaan. 

2. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak 

Pusbbfor P nl ri ~~ e nd i r i dalam menghadapi permasabhan yang sarna d i bidang 

penyidikan tindak pidana narkotika, 

.Y · Sumbangsi '11 pe!lu.l1s untuk almamater scbagai bahan bacaan mengenai kredibiiit.as 

Polri sebagai peny1dik, khususnya kredibilitas Puslabfor polri sebagai penyid1k 

tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 . 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada 

khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan meialui : 

1. Library Research ( peneiitian kepustak'.lan ), dimanu. penulis membaca buku­

buku yang ada hubungannya dengan skripsi m1 dan sekaligus mengutip 

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini . 

2. Field Research (penelitian kelapangan), dimana penulis mendatangi langsung 

Puslabfor Polri Pol'1a Sumut serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi 

ini seperti Kasus dan wawancara, kemudian penulis menganalisa dan 

memberikan tanggapan, sehingga diketahui p:rbaridingan antara teori dan praktek 

dilapangan . 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu 

dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan mcnguraikan secara singkat materi­

materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab J sampai dengan bab yang terakhir 

sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. 

BAB 1. 

Jadi gambaran isi yang dimaksud ad oiah scb2ga1 bcr ikut : 

PENDAHULlJAN 

Dalam "Bab ini aka!1 di ~lfaikan f._,~mbaha s;rn tentang Pengertian dan 

Penegasan Judul , Aiasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Penulisan, Metodc Pengumpul a n Data serta Sistematika Penulisan . 
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81\B IL TfNJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBUK INDONESIA SEBAGAf 

PENYTDIK 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Penge1tian Poli si, 

Tugas dan Fungsi Polisi , Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukurn , 

Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurnt KUHAP serta Proses 

Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002. 

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG.'PUSLABFOR DALAM MASALAH 

NARKOTIKA 

Dalam bab ini akan diuraikan pemh;ih;isan tentang : Pengertian Pusi ab10r, 

Fungsi Puslabfor, Pengert1an dan Jeni s-Jenis Narkotika serta Kejahatan­

Kejahatan Di Bidang Penyalahgunaan Narkotika. 

BAB IV EFEKTIVIT AS TU GAS PUS LA TFOR DALAM PROSES PENYIDJKAN 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Jeni s 

Narkotika, Kredibilitas Puslabfor Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Narkotika, Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai Peny1dik 

Tindak Pidana Narkot1b \ tJcnurul KUHAP dan UU 'No. 2 Tahu11 20\L'. . 

Hambatan-Hambatan Puslabfor Polri .Dalam Menjalankan Wewcnangnya 

Sebagai Penyidik serta Kasus dan Tanggapal1 K:l::; us 

BAB V. PENUTUP 

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran . 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBA GAi 

PENYIDIK 

A. Pengertian Polisi 

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan 

pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di 

dalam Pasal l ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tent'1ng Kepoli sian Negara 

Republik Tndonesia yang berbunyi : 

'· Kepolisian adalah segal:.< ha) ikh\',;al yang berkaitan dengan fu ngsi dan lembaga 
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah 

lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan 

oleh perundang-undangan. 

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. 

T ugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 ( 4) a Undang-Undang No. 20 

Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-

u ndang Hankam . 

Sehelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencab'..!l 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergablt!1g di du lam 

::;ebutan Angkatan Bersenjata Republi onesia, dimana di dalamnya Kepol isian 
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mernpakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai 

dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era refonnasi maka istilah Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia kembah kep&da asai mulanya yaitu Tentara Nasional 

Indonesia dan keber~daan Kepo~isian berdiri secara terpisah dengan angkatan 

bersenjata lainnya. 

B. Tugas dan Fungsi Polisi 

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahw~' 

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia dar1 di Jal8.m Undang-Undang Pertahanan dan 

Kean;anan. Untuk kept:rninga11 pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembaii 

pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang 

tersebut sebagai berikut : 

i . Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 

2002). 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. !v1emclihara kamanan dan ketcrtiban masyarakat 
b. Menegakkan hukum dan, 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

SelanJutnya da!am Pasal 14 djkatakan : 

( l ) Dalam melak sanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , 
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Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarak~_t dan pemerintah sesuai kebutuhatl 

b. Menyelenggarakan segala k;;;giatan d<ilam menF~mn keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, 

c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional , 

e. Memelihara ketertiban dan menjarnin keamanan unium 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan ci~rn pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawa1 negen sipil , dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa, 

g. Melakukan penyelidikan clan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepoli s ian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik , dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

k ::polisian. 

1. Melindungi keselamatan JlWa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hid~p dari gar.gguan ketertiban daivata.u bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menju~ung tinggi hak azasi 

manusia. 
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i . Mela:vani k:::pentingan Wflrga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi darJatau pihak yang berwenang 

k. Memberikci!l pelayl'ln~u1 kepada masyHrakat sesuai dengan kepentinganya 

dalam lirrgkup tugas kepolisian, serta 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf 

f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum 

Pasal l 5 Unda!"'g-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : 

( 1) Dalam rangka menyelenggarakan t1.igas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerirna laporan darJatau pengaduan, 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum, 

c. Mencegah dan menanggulangi turnbuhnya penyakit masyarakat, 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persah1an dan kesatuan hangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepoli sian daiam lingkup kewenangan 

administratif kcpolisian , 

f. Me1aKsanaJ<an pemeriksaan khusus sebagai bagjan dari tindaka kepoli sian 

dalam rangka pencegahan. 
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g. Meiakukan tindakart pertam <t di teiiipat keiadian, 

h. Mengambil sidik jari dan !dentitas lainnya serta memotret seseorang, 

:. Mencari keterangan dan barang bul<ti , 

j. Menyelenggrakan Pusat infonnR~i kriminal nasional, 

13 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat, 

I. Memberikan bantuan pengarnanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara \:vabu. 

(2) Kepolisian Negara Republ1k Indonesia sesuai dengan peraturan perundang­

undangan lainn.ya berwenang 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya berwenang : 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bennotor 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam. 

f. Memberikan izin opernsionai dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan, 

g. Memberikan perunjuk, rnem1101K oan meianh aparat kepoi1sian khusns dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolis1an, 
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h. Me!-::ikukan kerjasa.ma dengan kepolisian negarn ia~i.i d;:;i;;on menyidik d?11 

memberantas kejahatan intemasional, 

L Me!akukan pt:ngawasan fungsionaJ kepolisian terhadap or<l!'.q; ;:isi!"!g yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi insta~~! terkait, 

J. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

intemasional, 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 14 : 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang 

untuk: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan. 

(' . Membawa dan m enghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

rl Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
----------------------------------------------------- 
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f. Memanggil orang L•ntuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

h. Menvdakari penghenti an penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

J. Memgajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan m endesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawa1 

negeri . ipil ~. c-r1 a menerima hasil penyidikan pe ga\\'a1 negen sipil uP.! 1
: • .ik. 

diserahkan kepada penuntut wo:1m. 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut : 

1. Aspek ketert.iban dan keamanan umum 

2. A. spek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari 

ganggua n/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit 

masyarakat dan aliran-ali ran kepercayaan yang m embahayakan tennasuk aspek 

pela yannn rn ~; ';:) au ko r dcng~rn membn ik an perli nd ungan dan pcrto longan. 

3. Aspek pe ndid1kan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat. 

-+ )\ spek penegakan hukum di bidang peradila n , khususnya di bidang penyelidikan 

dan peny1d1kan . 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Donal P. Sitanggang - Fungsi Pusat Laboratorium Forensik POLRI dalam Penyidikan....



16 

Mengamati tugas yuridis Kepoiisian yang demikian iuas, tetapi luhur Jan 

mulia itu, jelas rnerupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di 

· alam menjalankan tugasnya itu hams selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 

an hukurn Negara, khususny~ dalam melaksanakan kewenangannya di bidang 

) enyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa rnengindahkan norma-norma kcagamaan, 

perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan 

ideal itu tentunya hams didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan 

berciedikasi tinggi . ~ 

Memperhatikan penncian tugas dan wewenang Kepolisian s~perti telah 

d1ke muJ.:akan di atas. terli ha t bah\\ Zt pada intinva ada dua tugas Kcpo li s ian di 

bidang penegakan hukum . yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

renegakan hukurn di bidang peradilan ( dengan sarana penal) sebenamya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar 

!L gas Kepohsianjustru terletak di Ju ar penegakan hukwn pidana (non penal) . 

Tugas Kepoli sian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

p::'nyehdikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan 

r··· n8gakrn hukum pidana. walaupun m 1:m :rng ada beberapa aspek hukurn pi d::m anya . 

: .11salnya tugas memelihara ketertib:m dan kearnanan umum , mencegah penyakit-

'}k nvakit masyarakat, memelihara ke~elamatan, perhndungan dan pertolongan kepada 

·
1 Barda Nawawi Ari ef, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pe11xembangan 

l iukum Pidarrn , Citra Aditya Bakti , B andung, 1998, ha l. 4 . 
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masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarak<lt tentunya merupakan 

tugas yang lebih l uas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana 

(kejahaum/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang ber1aku. 

Dengan uraian di atas ingin cEungkRpkan bahwa rngas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang 

bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda 

baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan 

kedua tugas I peran gaf!da inL Kongres PBB ke-5 .mengenai Prevenriun rf Crime and 

The Treatment of qffenders) pemah menggunakan istilah " Servi ct oriented task " dan 

Law enforcement duties". 

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam 

Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala 

hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Jembaga polisi sesuai dengan perundang­

undangan. 

Dan kcterangan pasal tersrbut maka dapat dipahami suatu kenvataan bah\va 

tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di 

daiam bertindak ~ebagai penyidik '.: uatu bentuk kejahat;:in _ 
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D. Pengertian Penyidikan 

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 

KUHAJ>, merumuskan pengertian penyidikan yang menvatakan, penyidik adalah 

pejab:::~ .Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi \'.'ewenang khusus oleh 

undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan 

pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari 

serta mengurnpulkan bukti , dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak 

pidana yang terjadi serta sekahgus men~ukan tersangkanya atau pelaku tindak 

pidananya. 

P;-ida tindakan penyelidikan penekanan d!letakka n pada tmdakan mencan 

" dan menemukan " sesuatu peristiv,:a" yang dianggap atau diduga sebagai tindak 

pidana. ?ada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari 

serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi 

terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara 

penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang bern11jud satu. Antara 

keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat d1 selesaikan pemeriksaan suatu 

peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi , terdapat perbedaan 

3J1tara k.edua ti ndakan terse but : 

i\·knurut KU HA.P yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal l butir l 

menveb utkan · 

·'Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik lndonesia atau 
pegawai nege ri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang untuk melakukan penyidikan « _ 

pcjabat 
undang-
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Kemudian, pasal 6 ayat ( 1) penyidik adalah : 

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, 
2. Pcjabat pegawai n'2gen sipil tertentu yang diberi weweriang khusus o1eh 

undang-undang. 
3. 

P~sal 6 ayat (2) menyebut!~an " Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat 

( 1) akan diatur lebih lanjut dulam peraturan pemerintah ". 

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa 

"Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah 
diselaraskan dan diseirnbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut 
umum dan hakim pi;radilan umum ". • 

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 

1983 tentang pelaksa11aan K1-...:-HAP, diterangkan • 

Pasai 2 ay<tt (1) : 

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat pembantu letnan dua polisi. 

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 
pengatur muda tingkat I (Golongan ll/b atau yang disamakan dengan itu. 

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang 

berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di 

atas yaitu : 

·' dalam ha] di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana 

dirnaksud dalam ayat ( l) huruf a, maka Kornandan Sektor Kepolisian yang berpangkat 
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bintara di bawah Pcmbantu Letnan Dua Polisi , karenajabatannya adalah penyidik '' . 

. \yat (3) " Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurnf a ditunjuk oleh 

Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dcngan peraturan perundang-•Jndangan 

yang berlaku ". 

Ayat ( 4) " Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku " . 

yat (5) " Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurnf b diangkat oleh 

r..f enteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut_ 

'.1knteri sebelum melaksanakan pengangk.atann.: a te;-lebih dahulu mendcngarkan 

nertimba~gan Jaksa Agung dan Kep::ila Kepolisian Republik Indonesia " . 

Seteiah dikemukake<n pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan 

penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. 

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

nr engumpulkan bukti yang dengan hukti itu membuat terang tindak pidana yang 

k rjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasai l butir 2 KUHAP). 

Dari rumusan pengerfrm pcnyidi kan terscbut, maka dapatlah dimengcrii 

bah\ a tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu 

m-:ngumpulkan bukti-bukt1.. menerangkan peristi\va pidana tentang apa yang telati 

lCr1adi serta harus dapat menemukan tersangkanya. 
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U::tuk uapal terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka 

dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. 

ni dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 , seperti yang tela!.1 dinyatakan di 

atas, tidal< semua polisi negara Republik Indor.~sia mtmpmiyai kedudLl!~an sebagai 

penyidik. Artinya, hanya pejabat poli si yang telah memenuhi syrat-sya<'1t tertentu 

sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan 

sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas 

tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bah'.va penyidikan 

itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu 

pad2 dinas kepoli sian. Demikian juga penyidik harnslah orang-ut"ang :~ a~ g telah 

memilii<.i keterampilan khusus dalam bidang penyidikan , baik dalam segi teknik 

maupun taktis, serta orang-orang yan g mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, 

karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan 

upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini 

ti dak dilakukan oleh penyidik-penyid1k yang tel ah terlatih , maka kemungkinan besar 

hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun 

prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. 

Namun demiki an terlepas darm;:;da kclayakan dan ke harusan :-:a ng harus 

cii miliki oleh setiap penyidik , maka d ! dalam situasi dan kondi si yang tertentu, sesuai 

d-,ngan letak geografa daripada Indones ia dm1 sena masih kurangnya tenaga, terutama 

re naga ai1i i khususnya di dai am pen~ idihi.n pada dinas kepoli sian negara Republik 

L1donesia, maka oleh undang- unclang diberi kan kesempatan untuk mengangkat 
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penyidik-peny1dik pemb~,.~~ b<iik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat 

pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara_ 

E_ Pro3es Penyidikan Mem!P!t KU:HAP 

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap 

seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau 

peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui : 

1. Laporan atau pengaduan, 

2. Pemberitaan pers_ 

=. . Kedapatan tertangkap ta~:J:3 n_ 5 

Suatu peristiwa meliputi soa! apakah benar tebh terjadi peri stiwa pidana dan 

siapa pelakunya (dedemya)_ Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik 

dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam 

hal ini di dunia ilrnu pengetahuan hukum ada 2 ( dua) sistem penyidikan yang dapat 

dianut, yaitu : 

l. Sistem penyidikan inquisitoir, 

; Sistem penyidikan accusatoir. 

ad. 1. Sistern penyidikan inquisitoir (arti kata penyidikan). 

Sistem ini inenganggap si terdabva itu sebagai suatu ob_:ek, suatu barang 

; <rng harus ciiperiksa UJUonya oernuoung dcngan suatu pendabvaan. 

5 S. Tanusubroto. Penman Peratli!an , Alumni, Bandung, 1987 , hal J 0- i 1 
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Pada abad pertengahan aan abad ke-le, sif.:.[ hukum acara pidana menganut 

sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku 

pemeriks::!lpenyidik agar si tersangka mengakui saja ~erbnatan.riyii itu .. T::ldi disini cara 

pembukt!an itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri. 

Penyidikan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. 

Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini 

kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar 

iersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong 

:-epada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorongkan ke arah 

suatu pengakuari salah ini biasanya berhubung dt:ngan tabiat pcndakwa sebagai 

~eo :-;:;ng manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga d<llam praktek pendorongan ini 

berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan clan sistem 

penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini . 

H.J. 2. Sistem penyidikan accusatoir (arti kata: menuduh). 

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek 

_~mg berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, 

e :,:rn1k1an rupa , sehingga kcdua belah pihak itu mas ing-rn as ing rnempunyai hak-hak 

• a11 g sama nilainya, dan hakim berada di atas ked ua belah pihak itu untuk 

'-nyelesaikan soal perkara pidana antara rnereka menurut per::lturan hukum pidana 

~r. 2 bcrlaku. . __, 
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Bahwa sifat sistem ini mulai nampak seteiah Revolusi P~rancis Tahun 1791 

:ll clal ui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di 

n;uka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada 

i ~ rdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal int juga sama 

'-..edud11kannya (keadaannya) di Negeri belanda yang pada wakiu itu telah termasuk ke 

dalam kekuasaan Perancis. 

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi . Hal ini termuat 

~il am undang-undang No. 14 Tahun Tahun 1970 (Undang-Undang tentang 

i,e tentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap 

-;,ng. yang disangka, ditangkap, ditahan. dituntut dan atau dihadapkan di depan 

pe r. gadilan. \Vajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pc11gadilan, yang 

.,, ~nyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukurn yang tetap (pasal 8), 

_. .. ,ng lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption of innocent), 

~hmgga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan 

_ ng~in subjek penuntut umum/jaksa. 

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut 

·w m/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. 

a n tftapi dari sernua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut maka 

e'<' :' n-i putan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntul 

um 1 nembacakan tuntutannya (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada 

=icb:: wa atdU pernbelanya hak pembelaan dan Ji't<.d fJCf1untut u111u111 111emima repiik, 

. . - ·11 rngm memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat 
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hukumnya, yakni ta.nggapan ar~s rephk tersehut. Dem1kian seterusnya, hingga saai 

l\esempatan itu dihentikan oleh hakim . Jika hakim memandang bahwa telah cukup 

kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan 

memberikan putus3.nnya 6 

Pengaturan tentang inqui satoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang 

i ~rcantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sini penulis 

rnengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem 

pemeriksaan inquisatoir yang lunak . 

Pasal 69 KUHAP menyebutkan " Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka 

_ '_) ak saat d1tangkap atau d!tahan pada semua tingkat ~meriksaan rnenurut tata earn 

~ J.ng ditentukan dalam undang-undang ini " . 

P1sal 70 ayat ( 1) " Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak 

11enghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan 

"
0 tiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya ". 

Pasal 73 menyebutkan " Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 

· .. rsangka setiap kali dikehendaki olehnya " . 

l>.as ZL l l 15 ayat ( 1) menyebutkan " Dalarn ha l penyidik sedang melakukan pemeriksaan 

ierkldap tcrsangka. penasihat hu kum dapat mengikuti jalannya pe-meriksaan dengan 

L ': 'a melihat serta menden g::i.r perne riksaan " . 

(, Martiman Prodjohami djojo , Ked1u!ulw11 Tersangka tlan Terdakwa Daf11m Pemeriksaan . 
·1 ?enerataan Keadil an, Jakarta, 1996. ha!. 19 
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Pasal 115 ayat (2) menyatakan ,. Dalam hal kejaha~an terhadap keamanan negara, 

penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 

pemeriksaan terhadap tersangka " . 

Dalam penyidikan dengan si~tem inquisatcir yang iunak, maka dalam 

prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan 

:entang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti rnaupun pertanyaan 

: ang dimaksudkan Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka 

nenasehat hukum \\'pjib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan 

iw yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisatoir yang 

lunak , tersangka t1d::ik d1pcrl::lkukan sebagat ob_:ek atau sebaga1 barang yarig harus 

liperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan , u!.;"an tetapi tersangka 

~ ·ebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang 

·ilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini 

·idak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah , seperti di dalam HIR, 

: hingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan meiakukan penganiayaan terhadap 

·:'.rsangka. 

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang 

, ndak dicapai a ta u diperoleh adalah kcterangan tersangb: atau tcrdakt>. a bukan 

~ngakuan tersangka aiau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai 

ri \..:ut " Dalam· pemeriksa;m p::da tingkat penyidikar dan pengadilan, tersangka atau 

. ·dakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim " . 
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F. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

i;-i donesia tidak ada secara spesifikasi meneranglrnn proses )lenvidikan, tetapi dari 

Pas~! 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan­

ururn.:1 proses penyidikan yang dilakukan kepolisian . Adapun isi Pasal 16 Undang­

Undang No. 2 Tahun 2002 adalah : 

o~ilam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 

jj bidang proses pidana. Kepolisian Negai-a Republik Indonesia berwenang untuk: 

o. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. dan penyitaan, 

h:d::!rang setiap orang meninggalkan at;'.!U memil i l--.: t;::mp<.:t kt:_;adia:i perkara untuk 

kepentingan penyidikan, 

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, 

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri , 

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 

~1emanggil orang untuk didengar dan diperiksa sehagai te rsangka atau saksi, 

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalarn hubungannya dengan 

pc>rncri ksaan perkan 

tvlengndakan penghentian penyidikan 

' knyerahkan berkas perkara kepafu penuntut um L::n, 

l' lengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang, 

'.i tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
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mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana. 

Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil 

serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil unmk diserahkan 

kep<ida p~nuntut umtL':l, dan 

Mengadakan tindakan hiin menurut hukum yang bertanggung jawab 

('.2 . Tindakan lain sebagairnana dimaksud dalam ayat ( l) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 

berikut: • 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

b Selaras dengan l-.cwajiban hukum yang mengharusbn tindakan ter~ch ut 

dilakukan, 

c. Harus pa tut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan, 

e. Menghormati hak asasi manusia. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENT ANG PUSLABFOR DAI,AM MASALAH 

NARKOTIKA 

A. Pengertian Puslabfor 

Realitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era lndonesia 

::;aru dengan akselerasi reforrnasi begitu cepat, rnenuntut Polri harus segera mengarnbil 

htngkah-langkah konkrit dalam menyikapi era reformasi tersebut khususnya dalam 

• 
pclaksanaan tugas pokok Polri. 

Laboratorium Forensik Polri yang ':::-~rtugas membina dan melaks:rnabr: 

r-; nminalistik dalu. .. ~ menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah, memberikan 

dukcmgan teknis operasional serta pelayanan umum terhadap instansi terkait pada 

i;akekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananva tugas 

·}()kok Polri secara umum. 7 

Oleh karena itu, demi terwujudnya dukungan teknis operasional yang optimal 

T1 aka pelaksanaan tugas pokok Laboratium Forensik Polri harus disesuaikan dengan 

· t)) iJaksanaan dan strategi pimpinan Polr:i dalarn menyikapi era refonnasi sehingga 

.mgsi d.an peranan Labfor Polri sernakin nyata khususnya dalam penegakan hukum 

~ • n i tercapainya Polri yang semakin baik dan dicint<Ji rakyat. 

Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabar.g Medan , 
' !>hijaksanann dan Strategi Pelaksanaan Tugrzs Pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang ,Hedan 

d (1tn t"m Reformasi, hal 1 
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Dasar tugas rokok Laboratorium Forensik Polri adalah Undang~Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang No. 20 

TaJi11n 1982 tentang Ketent11an-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 

Ft:>publik Indonesia sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Und;:.ng No. 2 Tahun 

1988 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Pusat Laboratorium Forensil< Polri disingkat Puslabfor Polri adalah pelaksana 

pusat ditingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapoiri bertugas membina 

dan melaksanakan krirninalistik sebagai ilmu dan membina penerapannya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Polri . 

Pada dasarnya pemeriksaan kriminaiis1ik ycing dilak-ukan oleh Laboratorium 

r orensik Polri dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakekatnya merupakan 

· ·paya pembukiian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan 

: rndak pidana maupun pelayanan um um di bi dang forensik lainnya. 8 

Laboratorium l-orensik Polri Cabang Medan di singkat Labfor Polri Cab 

' alah badan pembantu pimpinan dan pelaksana pada Puslabfor Polri yan g bertugas 

- · enyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik Kepolisian dalam wilayah 

w kumnya. 

Tugas Pokok Laboratorium Forensik cabang adalah sebagai berikut • 

8 Angkatan Bersenjata Republii-; Indonesia, 'v1arkas Besar. Kepoli sian Negara Republik 
..::;'.;; ~.~~;;: _ IJ;;!;:. F .. :::. ,-.ju!- Ari;;;h;iscu;si Tentang I'il:a Cara Permintaan Du/;:;;.ng;m P1'.meriksaan 
- u·da Laboratorium Forensik Polri,Surat Keputusan Kepala Kepolisian RJ No Pol. Skep/822N/l 998, 
. -~Qal 29 Mei 1998, ha!. l. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Donal P. Sitanggang - Fungsi Pusat Laboratorium Forensik POLRI dalam Penyidikan....



31 

a. Menydenggc.rakan u,x:.va oembuktian secara ilmiah mela!ui perneriksaan teknis 

Laboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu Forensik dal am rangka 

penyidikan. 

b. Memberikan dukungan Operasional kepada satuan-satuan kepolisian kewilayahan, 

instansi-instansi terkait di luar Polri terrnasuk pelayanan umum di bidang 

kriminalistik. 

c. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pemeriksaan kriminalistik 

termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian daata, baik yang menyangkut 

aspek pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan. 

Pemeriksaar.. harang bukti sc:cara teknis laboratorik ad3\ah pemeriksaan 

terhadap barar.g bukti nasil pencurian, pengai:.1bilan, pengam~nan, dan pengiriman 

~~tugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri , agar dapat dijadikan 

~; cbagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. 

Dukungan pemeriksaan barang bukti secara tekni s laboratorik dapat dipenuhi 

h : rdasarkan pennintaan : 

l) Penyidik Polri . 

~ l Penyidik Pega\vai ?'-!egeri Sipil setclah berkoordiri:as i dcngan Kc rw3s PPNS 

.J ) POM ABRI. 

, 
Kejaksaan. -

~ Fengadilan . .. 

6) Tn stam:i pemerintah Jain sesuai dengan lingkup kewenangannya. 
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Jenis pemeriksaan barang t"G!-:ti v<.H~2 daoat di d11kung oleh Lahorator!um 

f orensik antara lain adalah sebagai berikut : 

! . Bidang fisika forensik : 

a) Kebakaran. 

b) Konstruksi dan material bangunan. 

c) Peralatan/bahan yang mengandung radio aktif 

d) Peralatan elektronik. 

e) Bekas alat/Tool mark. 

f) Pecahan kaca. 

gl Tabrak lari . 

h) Lie Detector. 

i) Pemeriksaan jejak 

2. Bidang kimia dan Biologi Forensik : 

a) Pemalsuan produk industri dan unknown material. 

b) Pencernaran lingkungan. 

c) Toxicologi. 

d) Material biologi. 

c'. ) Perna lsuan obat-obatan dan kosmetika 

f) Pernalsuan produk rninyak bumi . 

g) Bahan kimia organikiunorganik. 

h) Darah dan cairan rub uh. 

Jaringan tubuh (kuku, rambut, tulang, gigi dan sebagainya). 
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j) Mikrobiologi/mikro organisme. 

k) Morphologi tanaman . 

.:- . Bidang Dokumen dan uang palsu forensik: 

a) Dokumen yang diduga palsu . 

b) U ang palsu 

-L Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik : 

a) Senjata api, anak peluruh, selongsong peluru. 

b) Bahan peledak. 

c) Born. 

d ) Nomor seri . 

e) Kerusak:~n/kualitas logam-logam. 

Mekanisme permintaan dukungan pemeriksaan bnrang bukti secar teknis 

iaboratoris adalah sebagai berikut : 

! . Mengajukan permintaan dukungan pemeriksaan secara tertulis dari Kepa]a/ 

pimpinan Instansi dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

a. Memuat keterangan tentang kejadian. 

h Jumlah dan keadaan barang bukti serta bahan pembanding. 

";u rnt pennintaan dukungan pcrnerikasan ditujukan kepada Kapuslabfor Pol ri atau 

Kalabfor Cabang. 

'.3 urat pennintaan dukungan pemeriksaan dilengkapi dengan: 

a taporan Polisi/laporan kemajuan yang berkaltan aengan kasusrperkara . 

b. Berita acara penernuan, penyitaan , penyisihan, pembungkusan, penycgelar, 
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barang bukti sesu~i dengan petunjuk lapangan penanganan barang buki.i. 

c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (untuk kasus-kasus tertentu). 

Melengkapi bahan pembanding yar.g diperh1kan. 

34 

Dalam kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa rnanusia, seperti penganiay<>.~n, 

pembunuhan, perkosaan, keracunan, kematian tidak waJar dan lain-lain, 

dilampirkan Viswn et Repertum. 

Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding seperti : kasus pemalsuan hasil 

industri, pemalsuan dokumen dan lain-lain, dilampirkan Berita Acara atau Surat 

Keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pembanding. 

J Pcngiriman bara!lt:'. bukti meialui kur:r atau Pos Paket 

B. Fungsi Puslabfor 

Berdasarkan asas-asas yang dianut oleh KUHAP maka Polri mempunyat 

•. e>venang sebagai penyidik utama dalam hal 1ru fungsi penyidikan diem ban oleh 

·1mgs1 reserse kepol isian 

Laboratorium Forensik Polri mempunyai tugas melaksanakan fungsi 

rJ.:oratorium Forensik Kepolisian dan fungsi pembinaan kriminalistik umurn serta 

ungsi operasional lainm·<t. 

Selain memberikan dukungan tekni s kepada penyidik Polri , Laboratorium 

-c··:;nsik Polri juga rnernberikan bantuan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri 

:)ii ( PPNS) dan berbagai instansi pernerintah dan penegak hukum diimgkungan LJep 

il kam/Mabes ABRJ. 
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a_ Peranan Labfor dalam proses penyidikan 

Laboratorium Forens1k Polri selaku komponen teknis dapat berperan dalam 

:~roses penyidikan pada tingkat-tingkat : 

~ Penyelidikan 

Dalam tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diambil oleh 

penyidik dengan teknik under cover untuk memastikan apakah barang bukti 

tersebut benar-benar diperlukan untuk tindakan sdanjutnya. 

Pemeriksaan 

Apabila diperlukan oleh penyidik, Laboratorium Forensik dengan fungsi 

opcras iona!nya d~pat mclakukan . 

a ) Pemeriksaan ditempat kejadian perka;-a terutama pada kasus-kasus kebakaran, 

bangunan runtuh, kasus peledakan dan lain-lain. 

b) Pemeriksaan barang bukti/benda mati yang ditemukan di tern pat kejadian 

perkara. 

c ) Dal am penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut urn um Berita 

Acara Labfor adalah merupakan alat bukti yang sah untuk kepentingan sidang 

pengadilan. 

e ra nan Labfor dalam Proses Penuntutan 

..) ebelum ber!akunya KUHAP penuntut umum senng kali meminta bantuan 

pc rnr:rik~aan pada Laboratorinm Kriminal Polri untuk penyidikan lanjut namun 

bcrdasarkan dengan azas yang dianut KUHAP maka penuntut umum tldak 

rn empunyai wewenang penyidikan . 
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Peranan Labfor disaat ini terhadap pemmtut umm"!"l adalah memberikan bantuan 

pemeriksaan kepada penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam 

tindHk pidana korupsi berdilsarkan Pasa1 284 ayat 2 KHHAP. 

-t . Peranan Labfor dalam Proses Peradilan 

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan menurut Pasal 184 ayat 1 KlJHAP 

adalah: 

a . Keterangan saksi, 

b. Keterangan abli, 

c. Surat, 

d. Petun,_Juk 

e. Keterangan terdakwa 

Berdasarkan kepada Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut jelas bahwa berita 

•0 , ~ ara/hasil pemeriksaan Labfor Polri adalah termasuk alat bukti yang sah, baik sebagai 

{eterangan ahli forensik ataupun sebagai surat keterangan teknis Jaboratoris 

-cri minalistik. 

Dalam ha! diperlukan untuk mernperjelas duduk persoalan yang mungkin 

ni bul di sidang peradilan, Hakim dapat menghadirkan dan meminta keterangan ahli 

su3i dengan Pasal 180 ayat l KU'l- !A P ; ai1 u an tara lain dari Labfor Poln . 

Dengan dernikian dapat dibuktikan bah'.va Laboratorium Forensik Polri 

- -;;,1negang peranan yang sangat pen ting ser1a memnunyai kedudukan kuat dalam 

-0~cs penyidikan dan sistem peradiJ ar; pidana, misalnya ketentuan yang mengatur 
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bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila ada 2 (dua) alat bukti yang sah . salah 

satu dapat dipenuhi oleh hasil pemeriksaan Laboratorurn Forensik Polri 

C. r~ngertian dan Jenis-Jenis Narkotika 

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan bebcrapa 

pengertian dalarn bentuk istilah atau tenn yang penting untuk kita ketahui secara 

um um. 

lstilah narkotika bernsal dari baha,Sa Junani yang disebut " Narkotikos " yang 

bcrarti kaku seperti patung atau tidur. 

r cseo:-<lng menjadi kaku seperti patung a1au tidur bila orang ini menggl!nakan bahan-

iJahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalarn bahasa Junani disebut Narkotika. 

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti 

patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada 

bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga 

bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok 

narkotika. 

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

maka narkotika im diatur di dalarn Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 l ·ntang 

<arkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang 

menyatakan bahwa narkotika itu ad<rlah obat bius. sebagian mengatakan nf:Jat keras 

a ~nu obat berbahaya. 
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Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang 

lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja , dan yan g 

disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkcit pada bahan 

yGng lebih ke1as seperti m~rphin dan heroin. 

Menyadari bahayu yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, 

maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika 

vaitu dengan keluamya lnstruksi Presiden No. 6 Tahun J 971 (yaitu penanggulangan 

bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan cjan lain sebagainya). 

Setelah keluamva Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian 

keluar pulalah Undang-Unc:..:ng No. 9 Tahun l 976 . 

Umiang-Undang No. 9 Tahu.11 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis - jenis 

narkotika yaitu : 

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang­
undang ini 

b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina 
c. Bahan lain , baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum 

disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina 
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila 
penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang 
merugikan seperti Mortina atau kokaina. 

d. Campuran-carnpuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang 
tersebut dalam huruf a, b, dan c. 

! Tanaman Papan :r ada!ah tananian Papaver somni forurn L. terrnasuk bi_1i. 
buah danjereaminya. 

3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah 
tanaman papaver sornniferum L yang hanya mengalami pcngo12.han sekeda:-­
untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa · memperh2tik~;i kadar 
morfinanya. 

4. Opium masalah adaiah • 
a. Candu, yakni hasil y~ng dipero!eh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan_ pemanasan dan 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Donal P. Sitanggang - Fungsi Pusat Laboratorium Forensik POLRI dalam Penyidikan....



39 

peragian dengan atau tanpa penarnbahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan 

b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengari Jaun atau bahan lain. 

c:. Jicingko, yakni hasil yang dipe;:-oleh dari pengolahan jicing. 
5 . Opium obat adalah c,pium !Y!e11tah yang telah mengalami pengolahan 

sehingga se:.;uai unLuk pengobatan, taik dalam bentuk bubuk atau dalam 
bentuk lain, atau dicampur dengan zat - zat netral sesuai dengan syaraf 
farmakope . 

6. Morfina adalah alkalida utama dari opiwn, dengan rumus kimia C17 Hl9 
No. 3. 

7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga 
eryth roxylaceae . 

8. Daun koka adalah daun yang belum c.:au sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxylon dari keluaq~a 

erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. _ 

9. Kokaina mentah adalah semua hasi! ~asii yang diperoleh dari daun koka 
yang dapat diolah secara langsun::; umu~, mendapatkan kokaina 

10. Kokainrl adalah metil ester - 1 - bensoil ekgonina dengan rum us kimia 
Cl 7H21 N04. 

11. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rum us kimia C9H I 5N03H20 dan ester 
serta turunan-t.irunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina. 

12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, 
termasuk biji dan buahnya. 

13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil 
pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar_ 9 

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah 

.Ji:~atsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen 

O :donantie yang telah diubah. 

Ketcntuan-ketentuan di dalam peraturan pcrundang-undangan tersebut, 

- _1hubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan 

--engangkutan .moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran i pemasukan 

9 Soedjono D , Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni. Bandung, l 983 , hal. 74. 
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J ..:..;kobka kt Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai 

lalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup rnemadai untuk dapat 

-n encapai hasil yang diharnpkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi 

<: !;suai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah 

m -:. ngenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di daiam p~raturan itu dikenal 

i'engan istilah Verdoovende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian 

;odayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. 

Narkotika adalab merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia 

pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan. 

~-~ ngembangail i1mu dan penerapannya. 

·1 idak heran dengan hzil tersebut mab perkemb>ingan jenis-jenis narkotika semakin 

cepat sehingga undang-undang yang mengatumya dirasakan tidak cocok lagi. 

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang. 

Narkotika di dalarn Undang-Undang No 22 tahun 1997 di dalam pasal ayat 

nya diterangkan : 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 
baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 
pcrubahan kesadaran, h!langn::a rasa, rncngurangi sampai rnenghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang 
kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. 10 

10 Yaria Peradilan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika _ Majalah 
Hu•.u m Tahun Xlll No. 147 Desember 1997, ha! 83-84 
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Di d~lam Undan g-Undang No. 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah 

yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai : 

l. Ketentpqn ten tang pengertian dan jenis narkotika 

2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti p~nanaman, 

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta pe;,ggunaan 

narkotika. 

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai tersebut dalam angka 2. 

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 

perig::idilan dari ~rkara yang berhubungan dcngan narkotib. yan~ karena 

kekhususan.nya dan untuk m..::mpercepat prosedur cian rriempermudah penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti 

bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan 

diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak 

merupakan penghapusan seluruh hak asas1 tersangka/terdakwa, melainkan hanya 

pcngurangan yang terpaksa ,', ]akukan demi menyelamatkan b~rngsa dan negara dari 

bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika Ketentuan tersebut antara 

lain ialah : bahwa dala:n pemeriksaan di depaE pengadilan_ saksi atau orang iain yang 

oersangkman dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan d1Jarang dengan 

sengaJa rnenyebut nama, aiamat atau ha! lain yang mernberi kernungkinan dapat 
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diketahui identii.as peiEp01 (p;i:,;.;i 76 avai 1 Und<ing-Undang No. 22 Tahun 1997). 

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat 

pengaturan tentang : 

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi) 

2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika 

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam 

penanggulangan narkotika. 

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya 

tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepadR alat 

penegak hukum dalam meP..?ngarn perkara trndak pidana tersebut sccara efektif, maka 

ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pclaku tindak pid~na, iebih !?njut 

dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau dituJukan kepada anak-anak di 

bawah umur. 

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 

1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang­

undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi 

terse but. 

N arkotika adalah sejenis zat (substance ) yang pengguna:.um ya diatur di dalarn 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. 

Dengan berkembang pesatnya indu5tri obat-nbatan de'.vasa ini, maka kategon 

jenis zat-za1 nar.KotiKa semaKrn metuas puia seperti yang tertera dalarn konferensi dan 

traktat intemasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di 
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samping pembinaan. 

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu 

penu!is menguraikan latar belakang lahimy2. Und'lng-lJndang No. 22 Tahu~ i997 

tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu 

sendiri. 

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil , makmur, sejahtera, tertib 

dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara 

terus-menerus usaha-usaha di bidang per.goba'~ri .dan pelayanan kesehatan termasuk 

kc:~rsediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengemb~ngan ilmu 

pengetahuan. 

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan 

pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar 

pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat 

khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi 

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat rnelemahkan 

ketabanan nasional. 

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan cian peredaran ge1ap narkot1ka sangat di per! ukan , 

karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan sec.ara 
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berdiri sendiri, melainkan dilakuK:an secara bersama-sama ta;i.::-:an Jibkukan oleh 

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. 

Di samping kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilc>.kukaTJ deng:::in 

mer:ggunakan modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk pe~gamatan hasil­

hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kuaiitas kejahatan narkotika tersebut sudah 

menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. 

Untuk lebih meningkatkan pengendaiian dan pengawasan serta meningkatkan 

upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan 

dan 1-.~taqwaan terhadap T uh an ·Yang !\faha Esa, manfaat se!'..:.~ kesei m bangan, 

keserasian, keselarasa~ dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan Jan 

teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa­

Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Psikotropika Dengan demikian, undang-undang narkotika yang barn 

diharapkan lebih efektif rnencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gc lap narkotika, te:nnasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Ind onesia 

dijadik:rn ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika. 

Un<lang-Undang No . 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas 

baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman p1dana yang d1perberat. 

Cakupan yang lebih luas tersebuL selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga 
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karena perkembangan kebutuh '.l.n dan kenyataan bahwa nilai dan norrna daian; 

ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk rnencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Salah satu yang baru tenta.ng undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang 

narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri . 

Di dalam pasal 2 1Jndang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis 

daripada narkotika itu yaitu • 

1. Narkotika Golongan l adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilrnu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 

mempunya i pQ tc nsi san~ .:: t trnggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika golongan II adalah narkotik;; yang berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi daru' atau unruk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang 

mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika golongan 1lJ merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. 

Maka dcngan a iz:nya .1cni s-j cni s dari narkoti ka di atas maka pengertian 

narkotika itu sem akin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga 

dalam hal pengenaan sanksi oi d;ma. 
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A. K~imµulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

70 

1. Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah 

melakukan pembnaan dan melaksanakan kriminalistik dalam 

menyelenggarakaan upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti 

narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalaiji pembuktian 

barang bukti narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi 

terkait pada hakekatnya mernoerikan konstribus1 yang besar dalam mcndukung 

terlaK.sananya tugas pokok Polri secara umum . 

2. Aspck hukum kewenangan Pusiabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana 

narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 adalah memberikan 

kedudukan kepada Fuslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah 

terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga 

kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor 

Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang 

berhub 'ngan dengan tindak pidana penvalahgunaan nmko!.ika. 
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B. s~ran 

1. Dalam menindak lanjuti tugas Puslabfor Polri hendaknya kepada jajaran 

komando d1 lingkungan kepolisian dapat rr..eningkatkan sumber daya rr-anusia 

anggota Puslabfor P0lri sei1ingga tingkat a;-ialisis yang dikeluarkan oleh 

Puslabfor Polri sernakin tinggi, 

2. Dalam mensukseskan tugas-tugas Puslabfor Poiri hendaknya juga sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Puslabfor Polri dapat lebih ditingkatkan sehingga 

lebih dapat berhasil dan berdaya guna. 

3. Tugas Puslabfor Polri adalah sangat penting khususnya dalam meiakukan 

pemeriksaan barang buk1i secara tckni s 1abora:0ri -=., sehingga dalam keadaan 

ini hendaknya kepada para pihak dapat memberikan dukungan dan 

ker_1asamanya sehingga tugas-tugas Puslabfor Polri dapat lebih efektif. 

• 
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